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Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya sistem bagi hasil pada pendapatan usaha dan nelayan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dimana bagi hasil antara nelayan dan toke adalah dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati dari awal antara kedua belah pihak. Sistem bagi hasil yang  akan dibagi sesuai yang telah ditentukan dibagi dua (separuh-separuh), Pemilik usaha (Toke) akan mendapatkan 50%, sedangkan Nelayan (mudharib) akan mendapatkan 50%, Setelah diambil untuk pembayaran biaya pembelanjaan  utang kongsi. Misalnya pendapatan penjualan ikan dalam satu hari  Rp 600.000 dan biaya utang kongsi Rp 200.000, maka penjualan ikan Rp 600.000 dikurangi biaya utang kongsi Rp 200.000 sisanya Rp 400.000, kemudian total keuntungan hasil tangkap ikan tersebut Rp 400.000 dibagi 50% Untuk pemilik usaha yaitu Rp 200.000 dan Nelayan 50% yaitu Rp 200.000. Adapun rumusan masalah  dalam  penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, apakah Kendala dalam penerapan  sistem bagi hasil pada pendapatan pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang penerapan Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pemilik Usaha Dan Nelayan Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.  Penelitian ini metode kualitatif adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, yang terdiri dari pemilik modal atau toke yang berjumlah 3 orang, dan nelayan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan sampel ini menggunakan Total Sampling. Dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tentang sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir pertama mengikat kesepakatan perjanjian bagi hasil secara lisan dan saling percaya serta dengan dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan satu pihak atau pihak ketiga, dan yang kedua pendapatan dari hasil tangkapan dibagi rata yaitu 50% untuk pemilik usaha dan 50% untuk nelayan, setelah dikurangi seluruh biaya operasional ketika nelayan melaut. Kendala dalam penerepan sistem bagi hasil ini adalah kurangnya kepercayaan pemilik usaha kepada nelayan apabila hasil tangkapan nelayan selalu sedikit pemilik usaha beranggapan nelayan menjual sebagian ikan ketempat pelelangan ikan lain Ditinjau menurut ekonomi Syariah penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Ternyata belum sesuai dengan nilai-nilai islam, yaitu memiliki pergeseran dari nilai dan sistem akad mudharabah yang diatur dalam syariat Islam

Kata Kunci : Bagi Hasil, Pendapatan, Ekonomi Syariah
Abstract

The background of this research is the existence of a profit sharing system on business and fisherman income in Raja Bejamu Village, Sinaboi District, Rokan Hilir Regency where profit sharing between fishermen and toke is divided according to the contract agreed from the beginning between the two parties. The profit sharing system will be divided according to what has been determined to be divided in half (half-half), the business owner (Toke) will get 50%, while the fishermen (mudharib) will get 50%, after being taken for payment of joint debt expenses. For example, the income from selling fish in one day is Rp. 600,000 and the cost of joint venture is Rp. 200,000, then the sale of fish is Rp. 600,000 minus the cost of joint ventures of Rp. 200,000, the remaining Rp. 400,000, then the total profit from catching the fish is Rp. 400,000 divided by 50% for business owners, namely Rp. Fishermen 50% which is IDR 200,000. The formulation of the problem in this study is how to apply a profit-sharing system to the income of business owners and fishermen in Raja Bejamu village, Sinaboi District, Rokan Hilir Regency, what are the constraints in implementing a profit-sharing system on the income of business owners and fishermen in Raja Bejamu village, Sinaboi District, Rokan Hilir Regency? and what is the review of Islamic economics regarding the application of the Application of a Profit Sharing System to Business Owners and Fishermen in Raja Bejamu Village, Sinaboi District, Rokan Hilir Regency. This research is a qualitative method, while the population in this study is 12 people, consisting of 3 capital owners or toke, and 9 fishermen. This sample collection technique uses Total Sampling. With data collection techniques in this study interviews, observation and documentation. From the results of research on the profit-sharing system between business owners and fishermen in Raja Bejamu Village, Sinaboi District, Rokan Hilir Regency, the first is to tie a production-sharing agreement verbally and trust each other and on a consensual basis, not on the basis of coercion by one party or a third party, and secondly, income from catches is divided equally, namely 50% for business owners and 50% for fishermen, after deducting all operational costs when fishermen go to sea. The obstacle in implementing this profit-sharing system is the lack of trust of business owners in fishermen, if the catch of fishermen is always small, business owners assume that fishermen sell some of the fish to other fish auctions. In terms of Sharia economics, the application of a profit-sharing system is implemented in Raja Bejamu Village, Sinaboi District, Rokan Hilir Regency It turns out that it is not in accordance with Islamic values, namely having a shift from the values and mudharabah contract system regulated in Islamic law
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PENDAHULUAN 

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik, maupun kehidupan yang bersifat spritual. Islam bersifat komprehensif yaitu yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik dibidang aqidah, ibadah, akhlak maupun mua’amalah atau igtishadiah (ekonomi isalam).
 Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariah islam itu dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat kelak. Universalitas ini terlihat jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan yang luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim.

Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala. Sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT. dalam surah Al-Jumu’ah ayat 10 sebagai berikut :
فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
Artinya: “Maka apabila telah didirikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi   dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”. (QS.Al-Jumuah/62:10).

M. Quraish Syihab di dalam kitab tafsir Al-Mishbah menafsirkan ayat di atas : Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru yakni dikumandangkan adzan oleh siapa pun untuk shalat pada zhuhur hari Jum’at, maka bersegeralah kuatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malas apalagi mengabaikannya, untuk menuju dzikrullah menghadiri shalat dan khutbah jum’at, dan tinggalkanlah jual beli yakni segala macam interaksi dalam bentuk dan kepentingan apapun bahkan semua yang dapat mengurangi perhatian terhadap upacara jum’at. Demikian itulah yakni menghadiri acara jum’at,yang baik buat kamu, jika kamu mengetahui kebaikannya pastilah kamu mengindahkan perintah ini.

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, Manusia diwajibkan menunaikan ibadah wajib, dapat disimpulkan bahwa bagi seorang mukmin dituntut untuk bekerja atau berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Sedangkan kewajiban utama seorang mukmin adalah menunaikan ibadah wajib seperti sholat lima waktu dan ibadah lainnya ketika sampai waktu pelaksanaan ibadah, jika kegiatan transaksi muamalah seperti jual beli, maka tinggalkanlah sesuatu itu karena seorang mukmin mengharapkan berkah dari Allah.

Kerjasama merupakan kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam kerjasama merupakan sebuah keharusan yang telah disyari’atkan dalam agama. Kerjasama harus bercermin dalam segala tingkat ekonomi, baik produksi maupun distribusi berupa barang maupun jasa.
 Dalam Islam, ketika berusaha atau bekerja, tidak harus hanya dilakukan secara individu atau perseorangan saja, melainkan juga bisa dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak lain.

Dalam dunia ekonomi yang marak sekarang ini, kerjasama usaha yang banyak dilakukan adalah dengan cara menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal yaitu pemilik usaha  dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan, maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. kerjasama yang saling mengisi ini, maka perkongsian ini akan maju secara meyakinkan. Bila usaha ini dibuka  sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan atau keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam mengelola suatu usaha.

Untuk mendirikan suatu usaha perlu keahlian dan modal sebagai syarat utama memperoleh keberhasilan dalam suatu usaha. Tidak sedikit orang-orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Pada kasus ini para nelayan  memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki kelebihan dana yang disebut dengan panggilan Toke, kegiatan usaha yang dilaksanakan adalah usaha penangkapan ikan, adakalanya diperlakukan kerjasama dua orang atau lebih.

Dalam ekonomi Islam, kesepakatan kerjasama dalam pembagian hasil produksi merupakan salah satu tuntunan untuk membawa masyarakat ketatanan kehidupan yang layak karena suatu sistem ekonomi yang parsipatif yang memberikan akses fair dan adil ke seluruh lapisan masyarakat.

Sistem bagi hasil yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko. Profit sharing (Bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni diantara kedua belah pihak atau lebih.
 Yaitu, pemilik modal dalam hal ini toke dengan pengelola usaha nelayan. 

Desa Raja Bejamu, merupakan daerah yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan usaha tambak ikan. Namun, tidak begitu banyak yang menggeluti usaha tambak ikan, hal ini sesuai dengan keadaan geografisnya serta sebagai daerah pantai pada umumnya dan tidak banyak memiliki modal untuk mencari pekerjaan lain, maka sebagian besar kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai nelayan cukup besar untuk memenuhui  kebutuhan hidupnya. Kebanyakan masyarakat desa Raja Bejamu lebih banyak tidak memilik kapal/perahu dan alat tangkap ikan lainnya. Maka dari itu sebagian masyarakat di sana bekerja sebagai pekerja atau anak buah kapal (ABK). Sedangkan masyarakat nelayan ini memiliki kemampuan dalam mencari ikan hanya saja mereka tidak mempunyai peralatan seperti perahu dan modal awal untuk operasional penangkapan ikan, sehingga mereka harus berkerjasama dengan orang yang memiliki modal yaitu toke.

Bagi hasil nelayan di desa Raja Bejamu antara nelayan dan toke tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat. Perjanjian diantara nelayan dan toke dilakukan secara lisan, tidak secara tertulis, hubungan kerjanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap nelayan sendiri maupun tokenya. Dengan demikian ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi antara lain si nelayan tidak bekerja atau mencari toke lain, sehingga konsekuensi yang timbul harus ditanggung oleh masing-masing pihak, sehingga sistem bagi hasil tersebut kurang mempunyai dasar hukum yang kuat.

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam kerjasama antara toke dengan nelayan yaitu di desa Raja Bejamu berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Joni sebagai ketua kelompok nelayan  beliau menuturkan bahwa “Walaupun pendapatan yang pas-pasan tetapi masyarakat Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tetap bekerja, karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan ini pendapat nelayan, disaat cuaca laut baik para nelayan pun banyak mendapat hasil tangkapan (ikan), itulah yang membuat para nelayan bisa tidak dirugikan artinya setelah cuaca laut baik para pekerja pun mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan yang diharapan, dalam bekerja sebagai nelayan adalah suatu pilihan dikarenakan harus mencukupi kehidupnya, dan mereka berkata dari pada tidak dapat pekerjaan. Nelayan desa Raja Bejamu selalu ikuti aturan toke, karena menurut mereka toke adalah orang yang telah membantu mereka dalam mendapatkan  pekerjaan.

Sistem bagi hasil antara toke dan nelayan di desa Raja Bejamu masih kurang berkembang dalam perekonomian nelayan, karena nelayan disini harus menjual hasil tangkapan kepada toke tidak boleh ketempat pelelangan ikan (TPI) yang lain, hal ini karena nelayan masih tersangkutpaut dengan perjanjian bagi hasil kepada toke. 

Secara teknis, sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu, yang mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal berupa perahu, mesin, jaring dan alat tangkap lainnya, sedangkan nelayan menjadi pengelola (mudharib) hanya bermodalkan keahlian dan skill serta bertanggung jawab atas usaha tersebut, adapun cara pembagian keuntungan atau bagi hasil antara nelayan dan toke adalah dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati dari awal antara kedua belah pihak. Sistem bagi hasil yang  akan dibagi sesuai yang telah ditentukan dibagi dua (separuh-separuh), Pemilik usaha (Toke) akan mendapatkan 50%, sedangkan Nelayan (mudharib) akan mendapatkan 50%, Setelah diambil untuk pembayaran biaya pembelanjaan  utang kongsi.
 Misalnya pendapatan penjualan ikan dalam satu hari  Rp 600.000 dan biaya utang kongsi Rp 200.000, maka penjualan ikan Rp 600.000 dikurangi biaya utang kongsi Rp 200.000 sisanya Rp 400.000, kemudian total keuntungan hasil tangkap ikan tersebut Rp 400.000 dibagi 50% Untuk pemilik usaha yaitu Rp 200.000 dan Nelayan 50% yaitu Rp 200.000.

Dalam penerapan sistem bagi hasil ini sudah cukup baik, namun peneliti secara sepintas melihat ada kesenjangan dalam praktek jika terjadi kendala dalam penangkapan ikan seperti kerusakan perahu, jaring, dan alat tangkap ikan lainnya, mengindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan menurut syariah. Apabila terjadi kerusakan pada alat tangkap ikan seperti perahu, jaring, dan alat tangkap lainnya, baik itu bukan sebab kelalaian si nelayan atau dikarenakan kelalaian si nelayan maka ditanggung oleh si nelayan.

Sedangkan jika dilihat dari konsep Akad Mudharabah tentang sistem bagi hasil menurut ekonomi syariah, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian Si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian Si pengelola, Si pengelola harus bertanggung jawab atas  kerugian tersebut.

Dari uraian di atas, tergambarlah sebuah masalah yang mana pemilik usaha dan nelayan sama-sama memiliki pendapatan 50% untuk pemilik usaha dan 50% untuk nelayan. Tetapi apabila terjadi kerusakan pada alat tangkap ikan seperti kerusakan pada perahu, mesin, jaring dan alat tangkap lainnya, maka  ditanggung oleh sinelayan sedangkan pemilik usaha tidak ikut serta dalam biaya perbaikan kerusakan tersebut. Sehingga penghasilan  50% yang didapatkan oleh sinelayan tidak sepenuhnya dimiliki oleh sinelayan, dikarenakan sinelayan masih memiliki tanggung jawab dalam pembiayaan perbaikan apabila terjadi kerusakan pada alat tangkap ikan. Maka peneliti melihat sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan belum sepenuhnya adil sehingga sinelayan tersebut merasa dirugikan karena dibebankan dengan biaya perbaikan apabila mengalami kerusakan pada alat tangkap ikan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, karna dalam penelitian ini peneliti telah mengambarkan tentang suatu keadaan atau kejadian dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada. Sesuai dengan judul penelitian dan fokus permasalahan, maka sifat penelitian ini adalah Deskriftif.

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat ini, karena peneliti berdomisili didaerah yang di teliti serta belum pernah dilaksanakannya penelitian di lokasi tersebut dan sebagai perbandingan antara teori dengan praktek mengenai sistem bagi hasil.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha atau Toke yang menyediakan modal dan Si Nelayan. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir menurut ekonomi Islam.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik modal atau toke yang berjumlah 3 orang, dan nelayan sebanyak 9 orang, maka populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 12 orang.

Oleh karena populasinya sedikit tidak sampai 100 orang, maka semua populasi dipenelitian ini dijadikan sampel. Teknik pengumpulan sampel ini menggunakan Total Sampling yakni teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel.
 Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 12 orang.

Data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dikelompokkan menjadi dua Data Primer, Data Sekunder.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu Wawancara, Observasi, Dokumentasi.

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematika data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pemilik Usaha Dan Nelayan Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

Responden dalam penelitian ini adalah total kesuluruhan 12 orang,   3 (tiga) orang toke dan 9 (sembilan) orang nelayan di desa Raja Bejamu, dengan menganalisa informan dalam penelitian mengenai sistem bagi hasil pada pendapatan pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu kecamatan Sinaboi kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini dilakukan kepada toke dan nelayan, telah didapatkan gambaran identitas responden sebagai berikut :

Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin yaitu seluruh responden berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut dikarenakan laki-laki merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, sedangkan perempuan atau ibu-ibu di desa Raja Bejamu mayoritas berperan sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan Usia Responden

Identitas toke dengan nelayan di desa Raja Bejamu dapat dilihat dari usia. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang usia responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1

Data Gambaran Tentang Usia Responden

	No
	Nama
	Usia

	1
	Deni Suhendro
	40 tahun

	2
	Ngatiman
	41 tahun

	3
	M. Mian
	38 tahun

	4
	M. Nusi
	47 tahun

	5
	Jiran
	50 tahun

	6
	Anwar
	42 tahun

	7
	Muhammad Ismail
	34 tahun

	8
	Zulpan
	46 tahun

	9
	Imus 
	30 tahun

	10
	Suman 
	46 tahun

	11
	Madnor
	33 tahun

	12
	Joni
	34 tahun



 Sumber Data : Olahan 2022
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagaian besar responden usia 40 tahun  sampai 50 tahun yaitu sebanyak 7 orang, dan responden yang berusia 33 tahun sampai 48 tahun sebanyak  5 orang. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan, bahwa mayoritas nelayan di desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir berusia diantara 33-47 tahun. Artinnya keseluruhan responden berada pada usia yang produktif untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan.

Kecamatan Sinaboi merupakan daerah dengan kawasan yang berhadapan langsung dengan laut, sehingga mata pencaharian mayoritas penduduk setempat adalah nelayan. Salah satu desa di kecamatan Sinaboi yang secara aktif memanfaatkan hasil laut sebagai penghasilan adalah desa Raja Bejamu yang penulis jadikan sebagai lokasi penelitian ini.

Rata-rata nelayan di desa Raja Bejamu dalam menjalankan profesi sebagai nelayan menjalin kerja sama dengan pihak lain yang menyediakan jasa perlengkapan alat tangkap ikan dengan sistem bagi hasil, hal ini disebabkan karena keterbatasan perekonomian yang dialami oleh nelayan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak M. Nusi yang telah menjalani profesi sebagai nelayan selama 6 tahun terakhir.

“Karena saya tidak memiliki modal yang cukup untuk membuat usaha tangkap ikan sendiri “

Alasan senada juga disampaikan oleh bapak Deni Suhendro yang telah menjadi penyedia alat tangkap ikan selama 8 tahun dan hingga saat ini sudah memiliki 11 perahu, beliau menyediakan alat tangkap ikan dengan alasan:

“Untuk membantu masyarakat yang mempunyai keahlian menangkap ikan tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membuat usaha sendiri dengan sistem bagi hasil.”

Melihat kondisi ini artinya terdapat kesesuaian antara nelayan dengan penyedia. Nelayan dengan keterbatasan perekonomian sangat membutuhkan pemilik usaha untuk menyediakan alat tangkap, sedangkan pemilik usaha memerlukan nelayan untuk mengoperasikan alat yang dimilikinya agar memberikan pemasukan. Nelayan dan pemilik usaha adalah simbiosis mutualisme yang terjalin sejak bertahun-tahun lamanya di Desa Raja Bejamu. Kemudian hasil tangkapan akan diserahkan kepada toke untuk dijual kemudian dilakukan bagi hasil antara penyedia alat dengan nelayan.

Mekanisme pembagian hasil yang sudah sejak lama diterapkan di Desa Raja Bejamu adalah sistem bagi rata untuk pembagian keuntungan bersih, artinya pembagian akan dilakukan setelah dikurangi seluruh biaya operasional, seperti yang disampaikan oleh Bapak Jiran dan Bapak Ngatiman berikut:

“Dibagi separuh-separuh, nelayan mendapatkan 50 % dan Toke 50 % setelah dikurangi biaya operasional.”

“Dibagi saparuh-separuh yaitu 50 % untuk Nelayan 50 % untuk Pemilik Usaha setelah dikurangi biaya operasional ketika nelayan pergi menangkap ikan.”

Sistem pembagian seperti yang diterapkan oleh masyarakat Desa Raja Bejamu tergolong adil tanpa merugikan kedua belah pihak, pasalnya antara nelayan dan penyedia alat sama-sama memiliki kontribusi meskipun dalam konteks yang berbeda, nelayan berjuang keras mengarungi laut untuk hasil tangkapan yang banyak dan penyedia alat juga berupaya agar alat yang disediakan memadai untuk digunakan. Sehingga sistem 50:50 dinilai pilihan terbaik yang diambil oleh kedua belah pihak.

Terkait biaya selama melaut seperti minyak, konsumsi, es batu, dan lain-lain, disepakati oleh nelayan dan penyedia alat untuk dipenuhi secara bersama-sama. Maknanya kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab untuk melengkapi keperluan lainnya di luar alat tangkap. Apabila kondisi cuaca bagus nelayan bisa membawa pulang tangkapan antara “20 hingga 25 kg per harinya”.
 Sedangkan bagi penyedia alat apabila semua nelayan bekerja maka hasil yang diperoleh lumayan besar “Kurang lebih 220 Kg”.

Dalam perjanjian kerja sama terdapat kemungkinan salah satu pihak akan melanggar perjanjian tersebut, kejadian ini apabila terjadi dan dilakukan oleh nelayan di Desa Raja Bejamu maka akan ada tindakan tertentu yang akan diambil seperti yang disampaikan oleh narasumber berikut:

“Apabila ketahuan salah seorang nelayan melakukan penyelewengan yang pertama kalinya maka nasehati, jika ketahuan untuk kedua kalinnya maka langsung kami berhentikan”.

Setiap pelanggaran tentu memiliki konsekuensi tersendiri, aturan seperti ini juga telah lama diterapkan di desa Raja Bejamu, langkah ini diambil agar antara penyedia alat dan nelayan saling menghargai dan menjaga kepercayaan yang diberikan. Dalam kondisi seperti apapun yang perlu diperhatikan adalah menjaga kepercayaan.

Selama aktivitas menangkap ikan terdapat kemungkinan alat dan semua perlengkapan rusak, baik itu rusak total ataupun rusak sedang. Maka tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

“Apabila terjadi kerusakan ringan jika masih bisa diperbaiki maka akan ditanggung oleh nelayan, jika kerusakan besar seperti ganti mesin dan ganti jaring maka toke yang bertanggung jawab.”

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh salah satu penyedia alat sebagaimana berikut ini:

“Apabila terjadi kerusakan kecil pada alat tangkap ikan contohnya seperti kerusakan mesin dan jaring maka diperbaiki oleh nelayan, kecuali kerusakan tersebut sudah tidak bisa diperbaiki lagi maka kami yang akan menggantinya dengan yang baru.”

Terkait kesepakatan pembagian hasil tangkapan yang sudah lama berlaku di Desa Raja Bejamu sama seperti pemberlakuan hukum adat, yang mana tidak ada akta perjanjian secara tertulis namun dipegang teguh dan apabila dilanggar memiliki konsekuensi tertentu sebagaiman penuturan narasumber berikut:


“Hanya sebatas lisan dan saling percaya, tidak secara tertulis.”

Perjanjian sistem bagi hasil ini memang sudah cukup baik, tetapi islam menganjurkan perjanjian sistem bagi hasil dilaksanakan dengan tertulis agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha dan nelayan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi kabupaten Rokan Hilir dapat diketahui bahwa :

Penerapan sistem bagi yang dilakukan oleh pemilik usaha dan nelayan di Desa Raja Bejamu adalah pendapatan dari hasil tangkapan dibagi rata yaitu 50% untuk pemilik usaha dan 50% untuk nelayan setelah dikurangai seluruh biaya operasional ketika nelayan melaut, adapun perjanjian sistem bagi hasilnya diberlakukan dengan hukum adat, yaitu perjanjian hanya sebatas lisan dan saling percaya diantara kedua belah pihak. Adapun apabila terjadi kerusakan pada alat tangkap, kerusakan ringan ditanggung oleh nelayan dan apabila kerusakan berat akan ditanggung oleh pemilik usaha. Disini terlihat jelas bahwa pemilik usaha membebankan nelayan dalam hal perbaikan kerusakan pada alat tangkap, sedangkan didalam Islam telah diatur tentang bagi hasil menurut akad mudharabah apabila terjadi kerugian dalam bagi hasil maka seluruhnya harus di tanggung oleh pemilik modal.

Kendala dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil

Desa Raja Bejamu termasuk kawasan nelayan yang telah lama menerapkan sistem bagi hasil dalam melakukan kegiatan penangkapan hasil laut. Sistem bagi hasil ini terjadi antara pelaku usaha dengan para nelayan dimana pemilik usaha berperan sebagai penyedia alat dan nelayan yang kemudian betindak sebagai pekerja untuk menjalankan aktivitas mencari ikan ke laut. Bagi pemilik usaha sistem bagi hasil adalah upaya dalam membantu masyarakat sekitar yang tidak memiliki pekerjaan namun punya keinginan kuat untuk melaut. Sedangkan bagi nelayan, sistem bagi hasil ini menjadi penyambung hidup dalam memenuhi semua kebutuhan sehari-hari.

Selama melaut terdapat berbagai kendala yang dijumpai oleh nelayan, kondisi yang sering dijumpai adalah cuaca buruk yang dapat mengganggu aktivitas mencari ikan dan tentunya berpengaruh kepada hasil tangkapan. 

“Kendala dalam menangkap ikan adalah keadaan cuaca yang tidak baik seperti angin kencang dan hujan deras, yang mengakibatkan ombak laut yang besar, sehingga membuat kami kesulitan dalam memasang jaring untuk menangkap ikan, resikonya jaring bisa bergulung dan mengakibatkan hasil tangkapan ikan sedikit bahkan tidak mendapat ikan sama sekali. Dengan cuaca yang kurang baik terebut tangkapan ikan kami sedikit dan al-hasil dari penjualan ikan hanya bisa menutupi biaya operasional, dan kami tidak mendapat untung dalam menangkap ikan tersebut, hanya mendapatkan capek saja. ya gimanalah namanya juga resiko bekerja.”

Keadaan serupa juga dialami oleh nelayan yang lain.

Kendala dalam menangakap ikan ialah cuaca yang buruk seperti hujan deras, angin kencang dan ombak yang besar. Kemudian pada saat sekarang ini pasokan solar untuk minyak mesin ketika melaut sangat susah didapatakan, terkadang setiap nelayan membeli minyak solar dibatasi untuk setiap nelayannya hanya mendapatkan 5 liter, yang biasanya kami bisa mendapatkan 10 liter perharinya. Dengan minyak segitu membuat kami tidak tidak bisa menjangkau ketempat biasa kami memasang jaring untuk menangkap ikan, kami hanya bisa memasang jaring ditepian laut saja sehingga hasil tangakapan ikan kami sedikit.

Kendala akibat cuaca buruk terlihat sangat menyulitkan para nelayan yang ada di laut, selain resiko yang besar akibat kondisi badai, nelayan juga terancam tidak mendapat hasil untuk dibawa pulang karena habis untuk menutupi kebutuhan operasional. Kedaaan tersebut turut berimbas kepada penyedia alat yang kemudian juga mendapat hasil sedikit, namun bedanya nelayan berada pada posisi lebih sulit sebab mendapat hasil yang tidak seberapa namun resiko ancaman keselamatan yang luar biasa.

Penerapan sistem bagi hasil yang selama ini diterapkan tampak disambut baik oleh nelayan, meskipun sebenarnya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam namun selama masih menunjang perekonomian nelayan terlihat antusias dalam menjalankan pekerjaannya, hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan nelayan berikut ini

Pembagian hasilnya kalau menurut saya sudah baik, karna bagi hasil ini dibagi separuh-separuh, 50% untuk nelayan dan 50% untuk toke dan dengan bagi hasil ini saya rasa sudah menuntungkan untuk kedua belah pihak karna bagi hasilnya dibagi rata.

Pendapat serupa juga dipaparkan oleh pemilik usaha yang menganggap bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan saat ini ikut menguntungkan bagi pemilik usaha atau penyedia alat.

Kalau menurut saya selaku pemilik usaha ya sangat mengntungkan karena karena dengan adanya sistem bagi hasil ini bisa mengembang kan usaha saya dan dari sisi lain dapat membantu nelayan juga dalam mendapatkan pekerjaan.

Meskipun demikian dalam melakukan suatu perjanjian tentu terdapat kendala yang akan mempengaruhi jalannya suatu pekerjaan, sama halnya dengan sistem bagi hasil pada desa Raja Bejamu juga terdapat kendala dalam pelaksanaan, sebagaimana yang disampaikan oleh penyedia alat berikut ini.

Kendala dalam bagi hasil ini dek, ada dari Sebagian nelayan yang bekerja dengan saya pendapatan dari hasil tangkapan ikannya selalu berkurang, kalaupun hasil tangkapannya lumayan  itu pun tidak seberapa dibandingkan nelayan lainnya, dan nelayan ini tidak mau bercerita kepada saya apa keluhan saat melaut, jadi timbul kecurigaan dari saya bahwasanya nelayan ini mungkin menjual hasil tangakapan ikan ketempat pelelangan ikan yang lain, seperti nelayan yang bekerja sama saya yang telah lalu ada yang ketahuan menjual ikan ketempat pelelangan ikan lain, jadi ya terpaksa saya memberhentikannya sementara untuk tidak bekerja dengan saya.

Pelaku usaha berangapan bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bagi hasil adalah tidak sportifnya nelayan dengan perjanjian yang telah disepakati, alasan kuatnya adalah terbukti dengan hasil tangkapan yang menurun dan tidak adanya penjelasan yang dapat memuaskan penyedia alat. Dalam sebuah perjanjian yang paling penting adalah kepercayaan, apabila para pihak tidak saling percaya maka jalannya ke depan juga turut terhambat. Di sisi lain nelayan juga mengutarakan kendala dari sistem bagi hasil ini sebagai berikut.

Kendala dalam sistem bagi hasil ini adalah perjanjian sistem bagi hasil ini tidak secara tertulis hanya sebatas lisan, sehingga akibatnya bisa saja sewaktu waktu toke bisa mengambil alih perahu yang kami pakai untuk dikasi kepada orang lain, disebabkan pendapatan dari tangkapan menurun, Padahal kenyataan nya memang hasil tangkapan ikan itu sedikit setiap harinya, ya namanya rezeki tidak bisa di patokkan ya kan nak? Kadang hasil tangakapan banyak ya kadang ada kalanya sedikit dan apabila toke mengambil alih perahunya ya kami hanya bisa diam saja karena memang kewenangan sepenuhnya ada dipihak toke.

Jika sebelumnya penyedia alat beranggapan bahwa nelayan tidak kooperatif, maka nelayan punya alasan tersendiri mengapa hasil tangkapan menurun, faktor cuaca bisa menjadi salah satu penyebab penurunan hasil tangkapan. Pada posisi ini nelayan juga terlihat kesulitan, sebab nelayan hanyalah pekerja yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan dan disita alat tangkapannya, dikarenakan tidak ada perjanjian secara tertulis antara penyedia alat dan nelayan, hanya sebatas perjanjian lisan.

Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pemilik Usaha Dan Nelayan Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (habluminallah), mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri (hablubinafsih) dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (habluminannas). Islam adalah agama yang komprehensif dan cara yang terintegrasi dalam berkehidupan yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga termasuk tindakan ibadah, moral individu, hukum sosial, hukum pidana dan lain sebagainya. Islam juga mengatur dan menyelesaikan permasalahan diseputar hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya.

Islam merupakan agama yang komprehensif, ajaran Islam telah mengatur setiap batasan-batasan dalam menjalankian kehidupan agar pemeluk-pemeluknya memiliki arah dalam mengarungi kehidupan yang fana ini. Selain urusan kerohanian, Islam mempunyai arah terkait sistem ekonomi yang berbeda dengan ekonomi konvensional, tidak hanya perihal keuntungan melainkan aspek kesetaraan juga telah diatur di dalamnya. 
يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ‌ ۚ وَلَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡـفُسَكُمۡ‌ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيۡمً
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa Ayat 95/29).

Ekonomi Islam memiliki inti paradigma, inti paradigma ekonomi Islam berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah. Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar yaitu ekonomi Rabbani dan Ekonomi insani, dikatakan ekonomi Rabbani karena sarat dengan nilai-nilai dari Illahiyah dan dikatakan ekonomi Insani karena ekonomi ini dilaksanakan demi kemakmuran manusia. Ekonomi Islam memiliki tiga prinsip yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Telah diketahui bersama bahwa dua prinsip pertama adalah prinsip yang tidak ada di konvensional, prinsip keseimbangan dalam konvensional pada praktiknya merupakan prinsip yang mengakibatkan konvensional itu sendiri di tinggal. Ekonomi Islam disebut dengan ekonomi insani, karena ekonomi ini ditujukan dan dilakukan untuk kemakmuran manusia, ekonomi ini disebut dengan tauhid. Keimanan sangat penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung dapat mempengaruhi terhadap kepribadian seseorang, gaya hidup, persepsi, dan gaya-gaya hidup manusia.
 Sistem kerja sama yang populer dikalangan umat Islam adalah Mudharabah.

Dalam pengertian fiqih Islam, mereka yang melakukan perjalanan niaga (dharb) mencari sebagian karunia Allah SWT adalah para pengusaha (entrepreneur) yang bertindak sebagai mudharib yang terikat dalam perjanjian mudharabah (qirad) dengan sistem bagi hasil. Dalam pengertian fikih Islam juga disebutkan bahwa syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan atau kerugian dibagikan menurut perbandingan banyaknya modal atau dibagi menurut perjanjian di antara mereka.

Sistem bagi hasil atau mudharabah merupakan pola perjanjian kerja sama dibidang ekonomi yang ideal untuk diterapkan, hal ini dikarenakan ketentuan dalam pelaksanaannya telah diatur sesuai dengan syari’at Islam, jadi sudah terjamin masuk ke dalam mekanisme muamalah yang terpercaya. Sistem bagi hasil pada dasarnya memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak, baik pihak penyedia maupun pihak yang nantinya akan mengelola objek yang bersangkutan. Apabila ditelusuri sebenarnya sistem bagi hasil yang sesuai dengan syari’at Islam ini telah lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang berada di pedesaan, bukan berarti masyarakat perkotaan tidak menerapkan bagi hasil, hanya saja ketika berada di pedesaan kita akan menyaksikan secara transparan sistem ini dipakai bahkan tanpa melihat bukti fisik perjanjian.

Masyarakat pedesaan yang mayoritas bekerja sebagai petani atau nelayan, biasanya selain mengelola usaha sendiri, terdapat kelompok masyarakat dengan kondisi perekonomian terbatas yang kemudian melakukan hubungan kerja sama dengan toke, sehingga toke sebagai penyedia lahan atau alat akan memberikan kepercayaan kepada petani atau nelayan untuk bekerja, setelah mendapatkan hasil barulah keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua.

Fenomena seperti itu penulis jumpai di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yang mana mayoritas penduduk menggantungkan kehidupan dengan bekerja sebagai nelayan. Kondisi perekonomian yang terbatas mengharuskan masyarakat menjalin kerja sama dengan penyedia alat untuk digunakan sebagai sarana melaut. Pihak penyedia alat akan memberikan fasilitas kapal beserta jaring, sementara nelayan bertindak sebagai pekerja yang menjalankan alat tersebut. Biaya selama melaut seperti minyak, konsumsi, es batu, dan biaya logistik lain akan ditanggung secara bersama-sama. Setelah melaut nelayan akan menjual hasil tangkapan, kemudian hasil yang diperoleh akan dibagi dua yaitu 50%:50% setelah dikurangi dengan biaya operasional. Apabila terjadi kerusakan kecil akan diperbaiki sendiri oleh nelayan, namun apabila kerusakan besar akan ditanggung oleh penyedia alat.
Bentuk transaksi antara nelayan dengan penyedia alat di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi ini memang tidak terikat dengan perjanjian secara tertulis, melainkan sudah seperti hukum adat yang harus dipegang teguh oleh kedua belah pihak. Artinya asas yang dipakai adalah kekeluargaan. Dengan demikian melalui sistem ini banyak keluarga yang terfasilitasi untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Praktek yang dilakukan masyarakat Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi memenuhi syarat mudharabah yang pertama yaitu mengikat kesepakatan dengan dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan satu pihak atau pihak ketiga. Berarti isi dalam akad nantinya dapat dibicarakan berdasarkan kepentingan dan kesepakatan kedua belah pihak. Pemenuhan syarat pertama bukan berarti semuanya telah sesuai syariat Islam, kita akan analisa fakta selanjutnya.
Apabila kita cermati, pola kerja sama atau sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi memiliki pergeseran dari nilai dan sistem mudharabah yang diatur dalam syariat Islam, ketidaksesuaian ini bukan berdasarkan akad yang tidak tertulis melainkan dari ketentuan yang diterapkan apabila terjadi kerusakan alat tangkap. Berdasarkan penuturan nelayan dan penyedia alat bahwa, apabila terjadi kerusakan kecil akan ditanggung oleh nelayan dan apabila kerusakan besar akan ditanggung oleh pemilik usaha.

Konsep perbaikan alat ini yang bertentangan dengan sistem akad mudharabah, tentang sistem bagi hasil menurut ekonomi syariah, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian Si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian Si pengelola, Si pengelola harus bertanggung jawab atas  kerugian tersebut.
 Yang mana seharusnya posisi nelayan itu sebagai pekerja, dan tidak dikenakan hukum untuk memperbaiki alat meskipun dengan kerusakan yang kecil. Semua hal yang berkaitan dengan penyedia harus dipenuhi oleh penyedia itu sendiri, kerusakan besar maupun kecil sepenuhnya menjadi kewajiban pemilik usaha.
Untuk sistem pembagian 50:50 sudah memenuhi kualifikasi mudharabah sebab posisi antara nelayan dan penyedia alat sama-sama memiliki kontribusi yang penting, nelayan dengan tenaga dan keahlian, penyedia alat dengan logistik yang dimiliki, sehingga cukup untuk memenuhi kualifikasi bagi hasil sama rata.
KESIMPULAN 

Berdasarkan dengan peneltian diatas maka kesimpulan skripsi ini adalah:

Dalam penerapan sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, beberapa diantaranya sudah memenuhui rukun dan syarat-syarat bagi hasil yaitu, pertama mengikat kesepakatan perjanjian bagi hasil secara lisan dan saling percaya serta dengan dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan satu pihak atau pihak ketiga, dan yang kedua pendapatan dari hasil tangkapan dibagi rata yaitu 50% untuk pemilik usaha dan 50% untuk nelayan, setelah dikurangi seluruh biaya operasional ketika nelayan melaut,

Kendala dalam penerepan sistem bagi hasil ini adalah kurangnya kepercayaan pemilik usaha kepada nelayan apabila hasil tangkapan nelayan selalu sedikit pemilik usaha beranggapan nelayan menjual sebagian ikan ketempat pelelangan ikan lain, sehingga akibatnya pemilik usaha memberhentikan nelayan secara sepihak. Pada posisi ini nelayan merasa kesulitan, sebab nelayan bisa saja diberhentikan sewaktu-waktu oleh pemilik usaha dan disita alat tangkapannya, dikarenakan tidak adanya perjanjian secara tertulis antara pemilik usaha dan nelayan, hanya sebatas perjanjian lisan.
Ditinjau menurut ekonomi Syariah penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Ternyata belum sesuai dengan nilai-nilai islam, yaitu memiliki pergeseran dari nilai dan sistem akad mudharabah yang diatur dalam syariat Islam. Berdasarkan penuturan nelayan dan penyedia alat bahwa, apabila terjadi kerusakan kecil akan ditanggung oleh nelayan dan apabila kerusakan besar akan ditanggung oleh pemilik usaha. Konsep perbaikan alat ini yang bertentangan dengan sistem akad mudharabah, tentang sistem bagi hasil menurut ekonomi syariah. Menurut Syafi’i Antonio keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian Si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian Si pengelola, Si pengelola harus bertanggung jawab atas  kerugian tersebut. Yang mana seharusnya posisi nelayan itu sebagai pekerja, dan tidak dikenakan hukum untuk memperbaiki alat meskipun dengan kerusakan yang kecil. Semua hal yang berkaitan dengan penyedia harus dipenuhi oleh penyedia itu sendiri, kerusakan besar maupun kecil sepenuhnya menjadi kewajiban pemilik usaha.
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